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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN 
No. 4916), PP 38 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 101, TLN No. 6884), Perpres 57 Tahun 
2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 
1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 
2022 No. 954), Permenkeu RI 62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.472).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

    Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan 
persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, 
minyak kelapa sawit mentah, dan/ atau produk turunannya. Dana Bagi Hasil 
Perkebunan Sawit merupakan Transfer ke Daerah. DBH Sawit bersumber dari 
penerimaan negara atas bea keluar yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa 
sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan Peraturan Menteri mengenai 
penetapan besaran tarif bea keluar, pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa 
sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan 
Peraturan Menteri mengenai penetapan besaran tarif pungutan ekspor. Pagu DBH 
Sawit ditetapkan paling rendah sebesar 4% {empat persen) dari penerimaan negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 
mulai melakukan penyetoran penerimaan negara yang berasal dari pungutan ekspor 
berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 yang telah 
diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.  

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 September 2023 dan diundangkan 
pada tanggal 11 September 2023. 

  - Lampiran: halaman 29-48. 

    

 


